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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan
gas bumi ke depan bertujuan mendorong peningkatan
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum,
Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi belum
mengarah pada paradigma baru pengelolaan data sebagai
infrastruktur dan peningkatan kualitas data minyak dan
gas bumi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004
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Mengingat

tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data

Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
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Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DATA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas
Bumi.

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur
atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal,
lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh
dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk
batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk
padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan
dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon
yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer
berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan
Minyak dan Gas Bumi.

Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi
pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang

berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk
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10.

11.

12.

memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak
dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh
informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan
dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas
Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah
Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan
penyelesaian sumur, pembangunan sarana
pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk
pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di
lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah
Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan
Eksplorasi dan Eksploitasi.

Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum
Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai
Wilayah Kerja.

Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan
informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka
(digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen,
percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat
dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi
Minyak dan Gas Bumi.

Data Umum adalah Data mengenai identifikasi dan letak
geografis potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas
Bumi serta produksi Minyak dan Gas Bumi.

Data Dasar adalah Data mengenai deskripsi atau besaran
dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan
geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan
produksi.

Data Olahan adalah Data yang diperoleh dari hasil

analisis dan evaluasi Data Dasar.
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Data Interpretasi adalah Data yang diperoleh dari hasil
interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan.

Metadata adalah katalog dari Data yang berisi informasi
mengenai suatu Data mencakup antara lain teknikal,
lingkup dan batasan Data.

Studi Bersama (joint study), yang selanjutnya disebut
Studi Bersama adalah kegiatan yang dilakukan bersama
antara badan usaha atau bentuk usaha tetap dengan
direktorat jenderal minyak dan gas bumi dalam rangka
penawaran langsung wilayah kerja minyak dan gas bumi
dengan melakukan inventarisasi, pengumpulan,
pengolahan dan evaluasi Data untuk mengetahui potensi
Minyak dan Gas Bumi.

Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau
bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan
Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan
Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap
yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan
Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan
Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap,
terus-menerus dan  didirikan  sesuai  peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan
dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi
peraturan perundang-undangan yang Dberlaku di

Republik Indonesia.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan  kebijakan di bidang  pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas
Bumi.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan  kebijakan di bidang  pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas
Bumi.

Unit Kerja Pelaksana Survei Umum dan/atau Pengolahan
Data yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah
unit kerja di bawah Kementerian yang melaksanakan
Survei Umum dan/atau Pengolahan Data yang
pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber
Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pusdatin ESDM
adalah unit kerja di bawah Kementerian yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan data, kajian
strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya
mineral.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK
Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan
penyelenggaraan pengelolaan kegiatan wusaha hulu
minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi,
dan pengawasan Menteri.

Snapshot adalah salah satu bentuk Data Umum berupa
informasi yang dapat memberikan gambaran singkat

situasi atau kondisi bawah permukaan hasil kegiatan
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Survei Umum dan Data perolehan baru pada Studi
Bersama.

Anggota adalah Kontraktor dan/atau dengan afiliasinya,
Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Unit Pelaksana, dan
Perguruan Tinggi yang dikenakan iuran sistem
keanggotaan terkecuali Unit Pelaksana dan dapat
mengakses penuh atas seluruh Data yang bersifat tidak
rahasia dan Data yang telah melewati masa kerahasiaan.
Nonanggota adalah Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap,
Perguruan Tinggi, dan Unit Pelaksana yang tidak
dikenakan iuran sistem keanggotaan dan hanya dapat
mengakses Data Umum dan Data Dasar yang bersifat
tidak rahasia dan/atau yang telah melewati masa

kerahasiaan.

Pasal 2

Pengelolaan dan pemanfaatan Data bertujuan untuk

menunjang:

a.
b.

C.

(1)

(2)

penyiapan dan penetapan Wilayah Kerja;

perumusan kebijakan teknis;

pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi; dan

penelitian dan pengembangan serta kegiatan lainnya
dalam rangka untuk mendukung investasi kegiatan

usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3
Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.
Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Menteri.
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BAB II
KLASIFIKASI DATA, PEROLEHAN, DAN KERAHASIAAN DATA

Bagian Kesatu

Klasifikasi Data

Pasal 4
(1) Data Hulu Migas diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Data Umum;
b. Data Dasar;
c. Data Olahan; dan
d. Data Interpretasi.
(2) Pengelompokkan Data yang termasuk ke dalam
klasifikasi Data Umum, Data Dasar, Data Olahan, dan
Data Interpretasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Perolehan dan Kerahasiaan Data

Pasal 5
(1) Pemerintah memperoleh Data dari:
a. Badan Usaha dan/atau Unit Pelaksana yang
melakukan kegiatan Survei Umum;
b. Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang
melakukan kegiatan Studi Bersama;
c. Kontraktor yang melakukan kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama; dan
d. Kontraktor dan/atau afiliasinya yang melakukan
kegiatan pengalihan komitmen kerja pasti di Wilayah
Terbuka.
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat
tidak rahasia atau telah melewati masa kerahasiaan,

dapat diakses secara terbuka oleh pihak lain dengan
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(6)

(7)

(8)

9)
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memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini.
Dalam hal suatu Wilayah Kerja dikembalikan sebagian
atau seluruhnya kepada Pemerintah, seluruh Data dari
Wilayah Kerja yang dikembalikan dapat diakses secara
terbuka oleh pihak lain dengan memenuhi ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Survei
Umum oleh Badan Usaha dapat diakses secara terbuka
oleh pihak lain sesuai dengan kontrak kerja sama
penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data.
Data Survei Umum yang digunakan pada saat kegiatan
Studi Bersama dan/atau kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi oleh Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap,
masa kerahasiaannya sesuai dengan kontrak kerja sama
penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan Data.
Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Survei
Umum oleh Unit Pelaksana dapat diakses secara terbuka
oleh pihak lain setelah Data diserahkan kepada Pusdatin
ESDM.
Data yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari kegiatan
Studi Bersama dapat dimanfaatkan secara eksklusif oleh
pelaksana Studi Bersama sampai dengan:
a. pelaksana Studi Bersama tidak melanjutkan proses
penawaran langsung Wilayah Kerja; atau
b. pelaksana Studi Bersama tidak ditetapkan sebagai
pemenang penawaran langsung Wilayah Kerja.
Dalam hal pelaksana Studi Bersama ditetapkan sebagai
pemenang penawaran langsung Wilayah Kerja, Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat rahasia dan
sesuai dengan ketentuan kerahasiaan Data yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
Data hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang
dilakukan oleh Kontraktor bersifat rahasia dengan masa

kerahasiaan sebagai berikut:
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(10)

(1)

(2)

(3)

-10-

a. Data Dasar ditetapkan 4 (empat) tahun, terhitung
sejak kegiatan perolehan Data selesai;

b. Data Olahan ditetapkan 6 (enam) tahun, terhitung
sejak kegiatan pengolahan Data selesai; dan

c. Data Interpretasi ditetapkan 8 (delapan) tahun
terhitung sejak kegiatan interpretasi Data selesai,

dapat diakses oleh pihak lain sepanjang sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan

pengalihan komitmen kerja pasti di Wilayah Terbuka,

bersifat rahasia untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan

sejak selesainya pelaksanaan kegiatan pengalihan

komitmen kerja pasti di Wilayah Terbuka.

BAB III
PENYERAHAN DATA

Bagian Kesatu

Penyerahan Data dari Kegiatan Survei Umum

Pasal 6

Badan Usaha yang melakukan Survei Umum wajib
menyerahkan Snapshot perekaman Data Survei Umum
yang diperoleh kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat
Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
pelaksanaan Survei Umum.

Unit Pelaksana yang melakukan Survei Umum wajib
menyerahkan seluruh Data yang diperoleh kepada
Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kegiatan Survei
Umum.

Badan Usaha yang melakukan Survei Umum wajib
menyerahkan seluruh Data yang diperoleh kepada
Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kontrak kerja
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(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)
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sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan
Data dengan Pusdatin ESDM.

Badan Usaha yang melakukan Survei Umum wajib
menyampaikan rencana penyerahan Data kepada
Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling
lambat 1 (bulan) bulan sebelum berakhirnya kontrak
kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan
pemasyarakatan Data.

Rencana penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) memuat tata waktu dan daftar Data dengan
disertai peta lokasi, daftar Data, jenis Data (Master List)
dan informasi Metadata dari Data.

Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap
Snapshot perekaman Data Survei Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), seluruh Data yang diperoleh
Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
seluruh Data yang diperoleh Badan Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sebelum diserahkan kepada
Pusdatin ESDM.

Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Direktorat Jenderal dibantu oleh Pusdatin
ESDM.

Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal dan
Pusdatin ESDM dengan Badan Usaha atau Unit
Pelaksana.

Snapshot perekaman Data Survei Umum dan seluruh
Data yang telah dituangkan dalam berita acara
sebagaimana dimaksud ayat (8) diserahkan dan dikelola
oleh Pusdatin ESDM.

Unit Pelaksana dan Badan Usaha Pelaksana Survei
Umum dapat menyimpan salinan Data yang telah
diserahkan kepada Pusdatin ESDM, dengan mengikuti

standar pengadministrasian, penataan, dan penyimpanan
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(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

-12-

Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Kedua

Penyerahan Data dari Kegiatan Studi Bersama

Pasal 7
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan
Studi Bersama wajib menyerahkan Snapshot perekaman
Data yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari kegiatan
Studi Bersama kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat
Jenderal paling lambat 1 (bulan) bulan setelah
berakhirnya pelaksanaan Studi Bersama.
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan
Studi Bersama wajib menyerahkan seluruh Data yang
diperoleh kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat
Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya
jangka waktu pemanfaatan eksklusifitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib
menyampaikan rencana penyerahan Data kepada
Pusdatin ESDM melalui Direktorat Jenderal paling
lambat 1 (bulan) bulan sebelum berakhirnya kegiatan
Studi Bersama.
Rencana penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat tata waktu dan daftar Data dengan
disertai peta lokasi, daftar Data, jenis Data (Master List)
dan informasi Metadata dari Data.
Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap
seluruh Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebelum diserahkan kepada Pusdatin ESDM.
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Dalam melakukan verifikasi terhadap seluruh Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktorat Jenderal
dibantu oleh Pusdatin ESDM.

Pelaksanaan penyerahan seluruh Data yang telah
dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Direktorat Jenderal dan Pusdatin ESDM dengan Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Data dari kegiatan Studi Bersama yang telah diserahkan
oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh
Pusdatin ESDM dengan tetap memperhatikan aspek

kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga

Penyerahan Data dari Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan
salinan Data hasil kegiatan Eksplorasi dan/atau
Eksploitasi kepada Pusdatin ESDM melalui Direktorat
Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
masing-masing tahapan kegiatan perolehan, pengolahan,
dan interpretasi Data.

Dalam hal Kontrak Kerja Sama berakhir pada masa
Eksplorasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kontrak
Kerja Sama berakhir, Kontraktor melalui SKK Migas
wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari
hasil kegiatan Eksplorasi kepada Pusdatin ESDM melalui
Direktorat Jenderal.

Dalam hal Kontrak Kerja Sama yang telah memasuki
masa Eksploitasi, dalam jangka waktu paling lambat 1
(satu) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir,
Kontraktor melalui SKK Migas wajib mulai menyerahkan

seluruh Data yang diperoleh dari hasil kegiatan
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Eksplorasi dan/atau Eksploitasi kepada Pusdatin ESDM
melalui Direktorat Jenderal.

(4) SKK Migas melakukan verifikasi Data dari Kontraktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal.

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
pengecekan terhadap kelengkapan dan kesesuaian Data
dengan rencana program yang telah disetujui.

(6) Direktorat Jenderal menyerahkan Data yang telah
dilakukan verifikasi Data oleh SKK Migas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Pusdatin ESDM.

(7) Pelaksanaan penyerahan Data sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Kontraktor, SKK Migas, Direktorat
Jenderal, dan Pusdatin ESDM.

Pasal 9

(1) Dalam hal Kontraktor mengalihkan seluruh partisipasi
interes kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
lain, Kontraktor wajib menyerahkan seluruh Data kepada
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima
pengalihan.

(2) Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Kontraktor dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap

yang menerima pengalihan partisipasi interes.

Pasal 10
Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah berakhir atau
yang mengalihkan seluruh partisipasi interesnya kepada
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain, dapat
mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk
menyimpan dan menggunakan salinan Data dari bekas

Wilayah Kerjanya.
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Bagian Keempat
Penyerahan Data dari Pelaksanaan Kegiatan Pengalihan

Komitmen Kerja Pasti di Wilayah Terbuka

Pasal 11

(1) Kontraktor melalui SKK Migas wajib menyerahkan Data
hasil pelaksanaan kegiatan pengalihan komitmen kerja
pasti di Wilayah Terbuka kepada Pusdatin ESDM
melalui Direktorat Jenderal paling lambat 12 (dua belas)
bulan setelah berakhirnya setiap kegiatan.

(2) SKK Migas melakukan verifikasi Data dari Kontraktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum
diserahkan kepada Direktorat Jenderal.

(3)  Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pengecekan terhadap kelengkapan dan kesesuaian Data
dengan rencana program yang telah disetujui.

(4) Direktorat Jenderal menyerahkan Data yang telah
dilakukan verifikasi Data oleh SKK Migas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Pusdatin ESDM.

(5) Pelaksanaan penyerahan Data sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Kontraktor, SKK Migas, Direktorat
Jenderal, dan Pusdatin ESDM.

Bagian Kelima

Penyerahan Data dari Hasil Kegiatan Pengolahan Data

Pasal 12
(1) Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap,
atau perguruan tinggi yang melakukan pengolahan Data
untuk  dilakukan  pemasyarakatan Data  wajib
menyerahkan Data hasil pengolahan kepada Pusdatin
ESDM melalui Direktorat Jenderal setelah berakhirnya

jangka waktu pemasyarakatan Data.
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(2) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap Data
hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebelum diserahkan kepada Pusdatin ESDM.

(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Direktorat Jenderal dibantu oleh Pusdatin
ESDM.

(4) Pelaksanaan penyerahan Data hasil pengolahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
berita acara yang ditandatangani oleh Direktorat
Jenderal dan Pusdatin ESDM dengan Unit Pelaksana,
Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, atau perguruan
tinggi.

(5) Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap,
atau perguruan tinggi dapat menyimpan salinan Data
hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan mengikuti standar  pengadministrasian,
penataan, dan penyimpanan Data sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Koordinasi dan Biaya Penyerahan Data

Pasal 13
Pelaksanaan penyerahan Data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12
dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal dengan melibatkan

Pusdatin ESDM dan SKK Migas.

Pasal 14
(1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk Penyerahan Data
ditanggung oleh pihak yang menyerahkan Data.
(2) Biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor untuk

penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dapat dibebankan sebagai biaya operasi sesuai Kontrak

Kerja Sama.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA

Pasal 15
Pengelolaan Data meliputi kegiatan perolehan,
pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan,

pemeliharaan, dan pemusnahan.

Pasal 16

(1) Pengadministrasian Data meliputi kegiatan pencatatan
Data dan informasi pendukung.

(2) Untuk melaksanakan pengadministrasian Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan standar katalog sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Pengolahan Data meliputi seluruh atau sebagian kegiatan
pemrosesan, pemrosesan ulang, peningkatan nilai
tambah Data, pengintegrasian Data, dan/atau analisis
Data untuk mendapatkan Data baru dengan kualitas
yang lebih baik.

(2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana, SKK Migas, Anggota
dan Nonanggota.

(3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang dimaksudkan untuk pemasyarakatan, hanya dapat
dilaksanakan oleh Anggota.

(4) Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lama 5 (lima) tahun sejak pemberitahuan

pemasyarakatan kepada Pusdatin.
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(2)
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Pasal 18

Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan
Kontraktor mengatur dan menyusun Data sehingga
mudah untuk dikelola dan disajikan.

Pusdatin ESDM melakukan penataan Data terhadap Data
yang diperoleh dari Unit Pelaksana, Badan Usaha,
Bentuk Usaha Tetap, dan Kontraktor.

Penataan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dilakukan berdasarkan standar katalog
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 19

Pusdatin ESDM melakukan penyimpanan Data dengan
format Data, media Data serta lokasi penyimpanan Data
tertentu.

Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memenuhi persyaratan penyimpanan Data
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini dan wajib memenuhi persyaratan format dan
media simpan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 20
Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan
Kontraktor melakukan perawatan dan pemeliharaan Data
untuk menjaga kualitas Data.
Pusdatin ESDM melakukan pemeliharaan Data terhadap
Data yang diperoleh dari Unit Pelaksana, Badan Usaha,
Bentuk Usaha Tetap, dan Kontraktor.
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Pasal 21

Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dilaksanakan melalui:

a. pengelolaan sendiri oleh Pusdatin ESDM.

b. kerja sama antara Pusdatin ESDM dengan PT
Pertamina (Persero) atau badan layanan umum
dibawah Kementerian.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan melalui kontrak kerja sama pengelolaan

dan pemanfaatan Data berdasarkan prinsip efisiensi,
transparansi, persaingan sehat, dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau dari hasil pengenaan iuran
sistem keanggotaan.

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan dari iuran
sistem keanggotaan terhadap biaya Pengelolaan Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas

negara.

Pasal 23

Kontraktor dapat melakukan pengelolaan Data yang
diperoleh dari kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi
di Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (9) selama masa Kontrak Kerja Sama.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Data yang diperoleh dari
kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi di Wilayah
Kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kontraktor:

a. dilarang melakukan pemusnahan media Data tanpa

persetujuan Pusdatin ESDM;
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melaporkan pelaksanaan pengelolaan Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir
tahun kepada Pusdatin ESDM melalui SKK Migas;
dan

memberikan akses Data secara penuh kepada
Direktorat Jenderal, Pusdatin ESDM, dan SKK
Migas.

Dalam hal Kontraktor tidak melakukan pengelolaan Data
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan
Data dilakukan oleh Pusdatin ESDM.

Biaya untuk pengelolaan Data sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditanggung oleh Kontraktor.

Biaya pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (4) dapat dibebankan sebagai biaya

operasi sesuai Kontrak Kerja Sama.

Pasal 24

Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan

Pasal 23 dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(1)

(2)

BAB V
PEMANFAATAN DATA DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Data yang bersifat rahasia dapat dimanfaatkan oleh
pihak lain setelah mendapatkan izin dari Menteri.
Pusdatin ESDM melakukan pelayanan pemanfaatan Data

kepada para pengguna Data.
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Pelayanan pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui sistem keanggotaan dan
Nonanggota.

Untuk mendukung kegiatan penyiapan dan penawaran
Wilayah Kerja baru, Menteri melalui Direktur Jenderal
dapat sewaktu-waktu mengakses Data Olahan dan Data
Interpretasi hasil dari Badan Usaha pelaksana Survei
Umum.

Pelaksana pengolahan Data  yang melakukan
pemasyarakatan Data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 wajib memberikan akses hasil pengolahan Data
kepada Pemerintah dengan metode data room.

Data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan
pengalihan komitmen kerja pasti di Wilayah Terbuka
dapat dimanfaatkan oleh Kontraktor dan/atau afiliasi
Kontraktor untuk pengajuan wusulan Wilayah Kerja
melalui penawaran langsung dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan
pengalihan komitmen kerja pasti di Wilayah Terbuka.
Dalam hal Data hasil pelaksanaan kegiatan pengalihan
komitmen kerja pasti di Wilayah Terbuka dipergunakan
untuk penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja baru
melalui lelang reguler maka Kontraktor dan/atau afiliasi
Kontraktor pelaksana komitmen kerja pasti diberikan
first right of refusal atau dapat melakukan kemitraan
sebelum lelang.

Dalam hal terdapat usulan penawaran langsung dari
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain di luar
Wilayah Kerja yang diusulkan oleh Kontraktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaksana
komitmen kerja pasti dapat menggunakan first right of
refusal atau dapat melakukan kemitraan, dengan
minimum program yang diusulkan oleh Badan Usaha

atau Bentuk Usaha Tetap pengusul.
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Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana
komitmen kerja pasti dapat bermitra dengan pihak lain

dalam menyampaikan usulan penawaran langsung.

Bagian Kedua

Sistem Keanggotaan

Pasal 26

Sistem keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (3) memberikan akses penuh atas seluruh Data
yang bersifat tidak rahasia dan Data yang telah melewati
masa kerahasiaan.

Menteri menetapkan jenis Anggota, jangka waktu,
pengolahan Data untuk tujuan pemasyarakatan, dan
ketentuan lain terkait akses Data melalui sistem
keanggotaan.

Pengaturan iuran sistem keanggotaan ditetapkan dalam
kontrak kerja sama antara Pusdatin ESDM dengan pihak

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 27

Nonanggota dapat mengakses Data Umum dan Data Dasar

yang bersifat tidak rahasia dan/atau yang telah melewati

masa kerahasiaan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 28

Kontraktor wajib menjadi Anggota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

Dalam hal Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terafiliasi dengan Kontraktor di Wilayah Kerja lain,
hanya salah satu Kontraktor yang wajib menjadi Anggota.
Kontraktor yang menjadi Anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memberikan akses Data penuh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada
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Kontraktor lain yang terafiliasi dan perusahaan
pengendalinya.

Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan perguruan tinggi
dapat mendaftar menjadi Anggota.

Unit Pelaksana dapat menjadi Anggota tanpa dikenakan

iuran sistem keanggotaan.

Pasal 29

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang merupakan
Anggota dan Nonanggota dalam melakukan akses paket
Data pada proses penawaran Wilayah Kerja tidak
dikenakan biaya.

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang
ditetapkan sebagai pemenang dalam penawaran Wilayah
Kerja tidak terdaftar sebagai Anggota dan/atau bukan
sebagai afiliasi Anggota, wajib membayar paket Data yang

telah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Data Oleh Pemerintah

Pasal 30

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
Direktorat Jenderal, SKK Migas, Unit Pelaksana,
dan/atau instansi pemerintah lain dapat melakukan
pemanfaatan Data yang dikelola oleh Pusdatin ESDM.
Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib disediakan oleh Pusdatin ESDM dan tidak
dikenakan biaya.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya,
SKK Migas dapat langsung memanfaatkan dan
menyimpan salinan Data yang berasal dari Wilayah Kerja

yang Kontrak Kerja Samanya masih berlaku.
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Bagian Keempat

Pengiriman Data ke Luar Negeri

Pasal 31
Kontraktor dapat melakukan pengiriman Data ke luar
negeri untuk keperluan operasi Minyak dan Gas Bumi di
Wilayah Kerjanya, keperluan ilmiah, studi atau analisis
lanjut, dan keperluan lainnya setelah mendapatkan izin
dari Menteri.
Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan Survei Umum
dapat melakukan pengiriman Data ke luar negeri untuk
keperluan pengolahan dari hasil akuisisi Data setelah
mendapatkan izin dari Menteri.
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang
melaksanakan kegiatan Studi Bersama dapat melakukan
pengiriman Data ke luar negeri untuk keperluan analisis

Data lebih lanjut setelah mendapatkan izin dari Menteri.

Bagian Kelima

Pertukaran Data

Pasal 32

Pertukaran Data antar-Kontraktor di dalam negeri atau
antar-Kontraktor dalam negeri dengan pihak lain di luar
negeri dapat dilakukan setelah mendapatkan izin
Menteri.

Pemerintah dapat memfasilitasi dan meminta pertukaran
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) wajib ditandatangani perjanjian kerahasiaan
Data yang disaksikan oleh petugas dari Direktorat

Jenderal.
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Bagian Keenam

Pembukaan Data Akses Data atas Wilayah Kerja yang akan

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Berakhir Kontrak Kerja Samanya

Pasal 33

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berminat
atas Wilayah Kerja yang telah mendapatkan rekomendasi
pengembalian sebagian atau seluruh Wilayah Kerja dari
SKK Migas dapat mengajukan permohonan izin
pemanfaatan Data yang masih bersifat rahasia kepada
Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk percepatan
Eksplorasi Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat melakukan
permohonan izin pemanfaatan Data yang masih bersifat
rahasia kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dari
Wilayah Kerja Eksploitasi yang akan berakhir Kontrak
Kerja Samanya.

Pemberian izin pemanfaatan Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap wajib membuat berita acara kerahasiaan

Data dengan Direktorat Jenderal dan Pusdatin ESDM.

Pasal 34

Dalam hal PT Pertamina (Persero) berminat mengelola

lanjut Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja

Samanya, PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan

permohonan izin pemanfaatan Data kepada Menteri.

Berdasarkan izin pemanfaatan Data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1):

a. SKK Migas wajib menindaklanjuti dimulainya
pemanfaatan Data dari Kontraktor kepada PT
Pertamina (Persero); dan

b. PT Pertamina (Persero) wajib menjamin kerahasiaan

Data yang diperoleh dengan menandatangani
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perjanjian kerahasiaan Data dengan Kontraktor

disaksikan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Ketujuh

Akses Data atas Hasil Survei Umum

Pasal 35
Badan Usaha yang melakukan Survei Umum dan telah
memiliki kontrak kerja sama dengan Pusdatin ESDM
untuk penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan
Data dapat memberikan akses secara langsung Data
hasil Survei Umum kepada pihak lain.
Pelaksanaan akses secara langsung Data Survei Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan kelaziman bisnis.
Badan Usaha yang melakukan Survei Umum wajib
melaporkan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan
pemasyarakatan Data kepada Pusdatin ESDM secara

berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
ALIH MEDIA DAN PEMUSNAHAN DATA

Pasal 36

Untuk menjaga mutu dan kegunaan serta nilai tambah
Data, Pusdatin ESDM wajib melakukan peremajaan
dan/atau pengalihan Data ke media simpan digital atau
media simpan lain yang lebih baik.

Media Data yang sudah tidak dipergunakan dan Datanya
telah dialihmediakan dapat dimusnahkan.

Pemusnahan media Data wajib memenuhi persyaratan
yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 37
Pemusnahan Data dilakukan dengan pemusnahan media
Data secara total hingga tidak dapat dikenal lagi baik bentuk

maupun isinya.

Pasal 38

Seluruh atau sebagian Data yang telah mengalami kerusakan

dan tidak memiliki nilai kegunaan dapat dilakukan

pemusnahan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Pusdatin ESDM membentuk panitia penilai Data yang
terdiri atas perwakilan Pusdatin ESDM, Direktorat
Jenderal, SKK Migas, Sekretariat Jenderal Kementerian,
Kementerian Keuangan, dan instansi lain yang terkait;

b. panitia penilai Data sebagaimana dimaksud dalam huruf
a menilai dan mengusulkan Data yang akan
dimusnahkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal
Kementerian c.q. Kepala Pusdatin ESDM.

c. berdasarkan hasil penilaian panitia penilai Data
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri dapat
menyetujui atau menolak usulan pemusnahan Data;

d. dalam hal Menteri menyetujui usulan pemusnahan Data
sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pusdatin ESDM
melaksanakan pemusnahan Data disaksikan oleh wakil
dari Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal
Kementerian, Kementerian Keuangan, dan instansi lain
yang terkait; dan

e. pemusnahaan Data sebagaimana dimaksud dalam huruf
d dilaksanakan dengan pembuatan berita acara
Pemusnahan Data yang ditandatangani oleh wakil

sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Pasal 39
Pemusnahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
sampai dengan Pasal 38 dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Ketentuan mengenai Data sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

Data yang diperoleh dari kegiatan Studi Bersama dan

pelaksanaan kegiatan pengalihan komitmen kerja pasti di

Wilayah Terbuka.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 41

Pengelolaan dan pemanfaatan seluruh Data Minyak dan
Gas Bumi yang berada di wilayah kewenangan
Pemerintah Provinsi Aceh tunduk pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai verifikasi dan penyerahan seluruh
Data sepanjang mengatur SKK Migas dalam Peraturan
Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi Badan

Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh.

Pasal 42

Pusdatin ESDM menyelesaikan persiapan pelaksanaan
sistem keanggotaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan
Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini,
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak
diundangkannya Peraturan Menteri ini, Pusdatin ESDM
melakukan persiapan pengelolaan Data melalui kerja
sama dengan badan layanan umum  dibawah
Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf b.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43
(1) Kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala
Pusdatin ESDM dengan pihak lain dalam melaksanakan
pengelolaan Data sebelum berlakunya Peraturan Menteri
ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka
waktu kontrak atau perjanjian.
(2) Penyerahan Data yang prosesnya sedang berjalan
sebelum Dberlakunya Peraturan Menteri ini tetap
dilanjutkan sampai dengan penandatanganan berita

acara penyerahan Data.

Pasal 44
Kontraktor yang melakukan pengelolaan Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib menyesuaikan dengan
standar pengadministrasian, penataan, dan penyimpanan
Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 45

(1) Untuk Wilayah Kerja Eksploitasi yang Kontrak Kerja
Samanya akan berakhir kurang dari 2 (dua) tahun sejak
berlakunya Peraturan Menteri ini, Kontraktor wajib
segera menyerahkan seluruh Data yang belum
diserahkan kepada Direktorat Jenderal melalui SKK
Migas.

(2) Pelaksanaan penyerahan seluruh Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh Kontraktor, SKK Migas,
Direktorat Jenderal, dan Pusdatin ESDM.
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Pasal 46
Kontraktor atau pihak lain baik di dalam maupun di luar
negeri yang menguasai seluruh atau sebagian Data yang
belum tercatat wajib melaporkan kepada Pusdatin ESDM
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan
Menteri ini.
Seluruh atau sebagian Data yang telah dilaporkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan
kepada Pusdatin ESDM paling lambat 1 (satu) tahun
sejak pelaporan.
Dalam hal seluruh atau sebagian Data tidak dilaporkan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak
diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor
atau pihak lain dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan penyerahan seluruh atau sebagian Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
berita acara.
Pihak yang menyerahkan seluruh atau sebagian Data
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dapat
memanfaatkan salinan seluruh atau sebagian Data yang

telah diserahkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun

2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Yang

Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi

Minyak dan Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 48
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS
BUMI

STANDAR KATALOG PENGADMINISTRASIAN DAN PENATAAN DATA

1. Pengadministrasian dan Penataan Data dilengkapi dengan suatu katalog
terpadu yang :

a. memuat jenis Metadata (informasi mengenai Data) sesuai dengan
standar struktur/model Data penyimpanan dan pertukaran yang
bersifat umum dan terbuka;

b. menggunakan teknologi berbasis GIS (Geographical Information
System) dalam menampilkan lokasi geografis.

2. Metadata sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disajikan dalam
bentuk tabel kelengkapan Metadata yang disusun dengan
mempertimbangkan efektifitas pengadministrasian dan penataan Data
secara fisik dan digital.

3. Standar yang diacu dalam pengadministrasian dan penataan Data
adalah standar pengelolaan Data internasional yang bersifat umum dan
terbuka, antara lain :

a. standar Metadata katalog pengadministrasian Data;

b. standar pertukaran Data;

c. standar Metadata katalog Data fasilitas;

d. standar Data spasial.

4. Untuk pelaksanaan operasional lebih lanjut sebagaimana dimaksud
dalam angka 3 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Pusdatin
ESDM.

www.peraturan.go.id



5.

33 2019, No.862

Dalam hal terdapat perubahan standar pengadministrasian dan
penataan Data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ditetapkan oleh

Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Pusdatin ESDM.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS
BUMI

PERSYARATAN PENYIMPANAN DATA

PERSYARATAN PENYIMPANAN DATA MIGAS

A.

Penyimpanan Data dilakukan pada tempat yang memenuhi syarat
penyimpanan Data yang mengacu pada standar yang bersifat umum
dan terbuka namun tidak terbatas pada penyimpanan media
magnetik dan optik.
Standar penyimpanan Data yang bersifat umum dan terbuka sebagai
berikut:
1. standar penyimpanan;

e ISO/IEC 27040:2015

e OAIS (Open Archival Information System)
2. standar keamanan ISO 27001;

3. standar lain yang diakui Pemerintah.

PERSYARATAN PENYIMPANAN MEDIA MAGNETIK DAN OPTIK

A.

Persyaratan Lokasi Tempat Penyimpanan

1. Bebas dari bahaya banjir, daerah rawan gempa bumi dan tanah
longsor.
Bebas dari bahaya kebakaran lingkungan.
Bebas dari polusi udara (debu, jamur, bahan kimia) yang dapat
merusak media magnetik.

4. Bebas dari radiasi medan elektromagnet kuat seperti:
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a. jauh dari instalasi pembangkit listrik (kurang dari 100
(seratus) meter);

b. jauh dari instalasi atau jaringan transmisi listrik tegangan
tinggi (lebih dari 100 (seratus) meter);

c. jauh dari reaktor nuklir (lebih dari 5 (lima) kilometer).

Persyaratan Bangunan Tempat Penyimpanan

1.
2.
3.

Bangunan dengan konstruksi lantai beton.

Dinding ruang penyimpanan tebal, tidak berkaca dan tahan api.
Pintu ruang penyimpanan tersebut dari material tahan api dan
memiliki pintu-pintu darurat.

Suhu ruang penyimpanan antara 15°C (lima belas derajat
Celcius) — 25°C (dua puluh lima derajat Celcius).

Kelembaban relatif ruang penyimpanan antara 45% (empat
puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
Sistem instalasi kabel listrik sesuai persyaratan umum Standar

Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan Perlengkapan

1.

Kontinuitas aliran listrik 24 (dua puluh empat) jam, dengan
sistem back up yang memadai.

Tersedia peralatan komunikasi.

Rak penyimpanan terbuat dari bahan metal.

Kontinuitas pengaturan suhu dan kelembaban di ruang
penyimpanan 24 (dua puluh empat) jam.

Tersedia perangkat pembaca media magnetik dan optik.
Perangkat komputer untuk administrasi penyimpanan.

Tersedia peralatan pembersih ruangan dan penyedot debu

(vacuum cleaner).

Persyaratan Keamanan dan Keselamatan

1.
2.

Tersedia sistem peringatan dini terhadap kebakaran.
Tersedia pemadam api otomatis yang tidak merusak media
magnetik dan optik.

Tersedia sistem peringatan dini terhadap pencurian.
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Tersedia sistem keamanan terhadap akses masuk bangunan dan
ruang penyimpanan.

Tersedia perangkat penangkal petir.

Tersedia sistem pusat pemutus arus listrik.

Tesedia dan terpasang tanda 'DILARANG MEROKOK" di semua
bagian bangunan.

Pengamanan yang dimonitor 24 (dua puluh empat) jam.
Kerahasiaan data terjaga.

Tersedia alat pelindung diri.

E. Persyaratan Penyimpanan dan Perawatan

1.

10.

Media magnetik dan optik disimpan dalam rak yang

dikhususkan untuk media magnetik dan optik.

Tata letak rak penyimpanan tidak mengganggu lalu lintas

petugas jaga.

Media magnetik disimpan tegak lurus dan tidak boleh ditumpuk.

Tata letak media di dalam rak penyimpannya mudah dipantau.

Media memiliki label yang jelas untuk mendapatkan informasi

lebih lanjut tentang isi media tersebut.

Data pendukung disimpan pada ruang penyimpanan yang

tersendiri.

Untuk media magnetik berupa tape 9 (sembilan) track:

a. Dbila diperlukan dilakukan rewinding dan cleaning pada
tension tetap.

b. minimal 1 kali dalam 1 tahun dilakukan pemutaran 180°
(posisi tape 9 (sembilan) track pada rak); dan

c. bila diperlukan dilakukan pembacaan isi media magnetik
tape 9 (sembilan) track.

Memantau kondisi ruang penyimpanan dan media secara

berkala.

Melakukan peremajaan terhadap media magnetik dan optik

bergantung kepada usia (lifetime).

Administrasi penyimpanan dilakukan dengan baik berupa:

a. pencatatan keluar masuk media secara rapih;

b. pencatatan kondisi dan posisi media secara rapih; dan

c. pembuatan laporan secara berkala.
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III. PERSYARATAN PENYIMPANAN MEDIA DATA BERUPA HARDCOPY
(KERTAS, TRANSLUCENT DAN FILM)

A. Persyaratan Lokasi Tempat Penyimpanan

1.

Bebas dari bahaya banjir, daerah rawan gempa bumi dan tanah
longsor.

Bebas dari bahaya kebakaran lingkungan.

Bebas dari polusi udara dan hama (debu, bahan kimia, jamur,

serangga) yang dapat merusak hardcopy.

B. Persyaratan Bangunan Tempat Penyimpanan

1.
2.
3.

Bangunan dengan konstruksi lantai beton.

Dinding ruang penyimpanan tebal, tidak berkaca dan tahan api.
Pintu ruang penyimpanan tersebut dari material tahan api dan
memiliki pintu-pintu darurat.

Ruang penyimpanan hardcopy terpisah dari ruang penyimpanan
media magnetik dan optik.

Suhu ruang penyimpanan 15°C (lima belas derajat Celcius)-25°C
(dua puluh lima derajat Celcius).

Kelembaban relatif ruang penyimpanan antara 45% (empat
puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
Sistem instalasi kabel listrik sesuai persyaratan umum instalasi

listrik (SNI).

C. Persyaratan Kelengkapan

1.

Kontinuitas aliran listrik 24 (dua puluh empat) jam, dengan
sistem back up yang memadai.

Tersedia peralatan komunikasi.

Rak penyimpanan disesuaikan dengan ukuran dan jenis
hardcopy.

Kontinuitas pengaturan suhu dan kelembaban di ruang
penyimpanan 24 (dua puluh empat) jam.

Perangkat komputer untuk administrasi penyimpanan.

Terdapat meja yang cukup untuk keperluan pemeriksaan
hardcopy.

Tersedia peralatan kebersihan dan penyedot debu (vacuum

cleaner).
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D. Persyaratan Keamanan dan Keselamatan

1. Tersedianya sistem peringatan dini terhadap kebakaran.

2. Tersedia pemadam api otomatis yang tidak merusak hardcopy.

3. Tersedia sistem peringatan dini terhadap pencurian.

4. Tersedia sistem keamanan terhadap akses masuk bangunan dan
ruang penyimpanan.
Tersedia perangkat penangkal petir.
Tersedia sistem pusat pemutus arus listrik.
Tersedia dan terpasang tanda 'DILARANG MEROKOK" di semua
bagian bangunan.
Pengamanan yang dimonitor selama 24 (dua puluh empat) jam.
Kerahasiaan data terjaga.

10. Tersedia alat pelindung diri.

E. Persyaratan Penyimpanan dan Perawatan

1.  Media hardcopy disimpan dalam rak yang dikhususkan untuk
media hardcopy.

2. Tata letak rak penyimpanan tidak mengganggu lalu lintas
petugas jaga.

Tata letak media di dalam rak penyimpannya mudah dipantau.
Media memiliki label yang jelas untuk mendapatkan informasi
lebih lanjut tentang isi media tersebut.

5. Data pendukung disimpan pada ruang penyimpanan yang
tersendiri.

6. Dilakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi ruang
penyimpanan dan media.

7. Sebelum disimpan, media hardcopy harus difumigasi, diberi
kapur barus, atau dengan cara laminasi, sesuai keperluan.

8. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dilakukan
tindakan pencegahan serangan hama dan jamur perusak
hardcopy pada ruang penyimpanan.

9. Administrasi penyimpanan dilakukan dengan baik berupa:

a. pencatatan keluar masuk media secara rapih;
b. pencatatan kondisi dan posisi media secara rapih; dan

c. pembuatan laporan secara berkala.
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PERSYARATAN PENYIMPANAN PERCONTO BERUPA SINGKAPAN BATUAN
PERMUKAAN, INTI (CORE), SERPIH (CUTTING) DAN FLUIDA (CAIR DAN

GAS).

A. Persyaratan lokasi Tempat Penyimpanan

1.

2.

Bebas dari bahaya banjir, daerah rawan gempa bumi dan tanah
longsor.

Bebas dari bahaya kebakaran lingkungan.

B. Persyaratan Bangunan Tempat Penyimpanan

1.
2.

Bangunan dengan konstruksi lantai beton.

Terdapat ruang-ruang terpisah yaitu ruang penyimpanan, dan
ruang bengkel (untuk kegiatan pembelahan, penyayatan dan
pemolesan).

Ruang penyimpanan dan ruang bengkel memiliki sistem

pembuangan udara ke luar.

C. Persyaratan Perlengkapan

1.

Kontinuitas aliran listrik 24 (dua puluh empat) jam, dengan
sistem back up yang memadai.

Tersedia peralatan komunikasi.

Rak penyimpanan disesuaikan dengan ukuran dan jenis
kemasan perconto.

Tersedia peralatan standar berupa mesin pembelah, penyayat
dan pemoles beserta kelengkapannya yang masih bekerja
dengan baik.

Perangkat komputer untuk administrasi penyimpanan.

Tersedia peralatan pembersih ruangan dan penyedot debu

(vacuum cleaner).

D. Persyaratan Keamanan dan Keselamatan

1.

2
3.
4

Tersedianya sistem peringatan dini terhadap kebakaran
Tersedia pemadam api otomatis yang tidak merusak perconto.
Tersedia sistem peringatan dini terhadap pencurian.

Tersedia sistem keamanan terhadap akses masuk bangunan
dan ruang penyimpanan.

Tersedia perangkat penangkal petir.

Tersedia sistem pusat pemutus arus listrik.

Tanda 'DILARANG MEROKOK" di semua bagian bangunan.
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Pengamanan yang dimonitor 24 (dua puluh empat) jam.
Kerahasiaan data terjaga.

Tersedia alat pelindung diri.

E. Persyaratan Penyimpanan dan Perawatan

1.

10.

Administrasi penyimpanan dilakukan dengan baik berupa:

a. pencatatan keluar masuk media secara rapih;

b. pencatatan kondisi dan posisi media secara rapih; dan

c. pembuatan laporan secara berkala.

Data pendukung disimpan pada ruang penyimpanan yang
tersendiri.

Tata letak rak penyimpanan tidak mengganggu lalu lintas
petugas jaga.

Tata letak perconto di dalam rak penyimpan mudah dipantau.
Perconto batuan (inti, serpih dan singkapan) yang merupakan
bagian pemerintah, harus diberi pelindung khusus untuk
menjaga kelestariannya.

Perconto batuan disimpan di dalam kemasan yang baik, kuat
dan tidak mudah rusak.

Perconto batuan yang berasal dari singkapan permukaan
disimpan di dalam kemasan dengan label yang jelas tentang
Kontraktor yang melakukan pengambilan perconto, lokasi dan
keterangan lain tentang pengambilan perconto (lapangan,
Wilayah Kerja).

Perconto berupa Inti Pemboran (Conventional Core), Inti samping
Pemboran (Sidewall Core), Serpih Bor (Cutting), disimpan di
dalam kemasan dengan label yang jelas tentang Kontraktor yang
melakukan pengambilan perconto, lokasi (lapangan, Wilayah
Kerja), nama sumur dan kedalaman.

Perconto fluida cair disimpan di dalam botol tertutup dan
transparan, dengan label yang jelas tentang Kontraktor yang
melakukan pengambilan perconto, lokasi (lapangan, Wilayah
Kerja), nama sumur dan kedalaman.

Perconto fluida gas disimpan di dalam tabung logam, dengan
label yang jelas tentang tentang lokasi, kedalaman dan

keterangan lain tentang pengambilan perconto.
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Dalam hal terdapat perubahan Persyaratan Penyimpanan Data

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal c.q. Pusdatin ESDM.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS
BUMI

PERSYARATAN FORMAT DAN MEDIA SIMPAN

DALAM PENYIMPANAN DATA

1. Data Dasar dan Data Olahan berupa perconto (batuan, fluida, gas,
serpih bor, slab, sayatan tipis) dan foto udara disimpan sesuai bentuk
fisiknya.

2. Data Umum, Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi berupa
laporan, catatan, publikasi, proposal, peta, paparan seismik (seismic-
section)) log sumur cetak (well log-section), geological I
geophysical cross-section, chart, grafik, tabel, foto, sketsa disimpan di
dalam dalam bentuk digital (format baku sebagaimana tercantum
pada Tabel) dengan resolusi yang digunakan minimal 600 dpi, proyeksi
dari data digital harus sejajar dengan gambar yang di scanning (tidak
miring), cacat/noda akibat: lipatan, coretan, sobekan, dan lain-lain
harus dikoreksi dahulu sebelum data digital diserahkan.

3. Data sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dapat pula disimpan di
dalam media magnetik dengan format dan media sebagaimana
tercantum pada tabel.

4. Semua jenis Data yang akan disimpan ke dalam media magnetik dan
optik, menggunakan media simpan dan format baku sebagaimana
tercantum pada tabel.

5. Untuk keamanan Data dan informasi maka transmisi Data dari dan ke

tempat penyimpanan Data wajib untuk dilakukan enkripsi.
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6. Dalam hal terdapat perubahan atas persyaratan format dan media

simpan dalam penyimpanan Data ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

c.q Pusdatin ESDM.

TABEL

STANDAR MEDIA PENYIMPANAN DATA DIGITAL DAN FORMAT BAKU

(STANDARD OF STORAGE DIGITAL DATA AND STANDARD FORMAT)

No Jenis Data Media Format Baku
1. Data Umum selain koordinat dan | CD-R DVD-R, | Unicode, @ Word
navigasi, Data Dasar yang berupa | Tape magnetik | Processing,
dokumen selain dokumen | (LTO versi | Spread Sheet,
lapangan seismik, Data Olahan | terbaru atau | PDF (ISO 32000-
dan Data Interpretasi yang | minimum 2 versi 2)
berupa laporan (Laporan Analisa, | dibawahnya), Hardisk
Laporan Pengolahan, Laporan | Hardisk Eksternal
Evaluasi, Proposal Pengeboran | Eksternal dengan Hash
dan lain -lain) Function/Code
2. Data Umum yang  berupa | CD-R DVD-R, | SEG-UKOOA,
koordinat dan navigasi Tape magnetik | SEG-P1, Spatial
(LTO versi | Format (SHP)
terbaru atau | Hardisk
minimum 2 versi | Eksternal
dibawahnya), dengan Hash
Hardisk Function/Code
Eksternal
3. Dokumen Lapangan Seismik, | CD-R DVD-R, | Unicode, SEG-
Observer Report Tape magnetic | P1, Word
(LTO versi | Processing,
terbaru atau | Spread  Sheet,
minimum 2 versi | SEG SPS r2.1
dibawahnya), Hardisk
Hardisk Eksternal
Eksternal dengan Hash
Function/Code
4. Data hasil Aerial Field- | CD-R DVD-R, | SEG-UKOOA,
Geophysical Survey (Magnetik, | Tape magnetic | Unicode
Gravity, Geolistrik, Citra Satelit, | (LTO versi | Hardisk
dll terbaru atau | pksternal
minimum 2 versi
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No

Jenis Data

Media

Format Baku

dibawahnya),
Hardisk
Eksternal

dengan Hash
Function/Code

Well Logs (Gamma-ray, Sonic,
Density, Resistivity, SP Potensial,
Neutron, dll)

CD-R
Tape

DVD-R,
magnetik
(LTO versi
terbaru atau
minimum 2 versi
dibawahnya),
Hardisk
Eksternal

LAS 1.2,
2.0, LAS 3.0

Hardisk
Eksternal
dengan Hash
Function/Code

LAS

Hasil Rekaman Seismik

(shotpoints)

DVD, Tape
magnetik (LTO
versi terbaru atau
minimum 2 versi
dibawahnya),
Hardisk
Eksternal

SEG-D, Rev 2.1,
SEG-D, Rev 3.0,

SEG-D, Rev 3.1

Hardisk
Eksternal
dengan Hash
Function/Code

Alih Media Rekaman Seismik

DVD, Tape
magnetic (LTO
versi terbaru atau
minimum 2 versi
dibawahnya),
Hardisk
Eksternal

SEG-D, Rev 2.1,
SEG-D, Rev 3.0,

SEG-D, Rev 3.1,
SEGYrevl,

SEG-Y
2.0

revision

Hasil Pengolahan Data Seismik
(pre stack, stack, post stack,
migrasi, inversi), VSP, Tomografi,
Analisis AVO, dll

DVD, Tape
magnetik (LTO
versi terbaru atau
minimum 2 versi
dibawahnya),
Hardisk
Eksternal

SEG Y rev 1,

SEG-Y
2.0

Hardisk
Eksternal
dengan Hash
Function/Code

revision
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No

Jenis Data

Media

Format Baku

Velocity

CD-R
Tape

DVD-R,
magnetik
(LTO versi
terbaru atau
minimum 2 versi
dibawahnya),
Hardisk
Eksternal

Unicode

Hardisk
Eksternal
dengan Hash
Function/Code

10.

Penampang
Penampang Geofisika

Geologi

dan

CD-R
Tape

DVD-R,
magnetik
(LTO versi
terbaru atau
minimum 2 versi
dibawahnya),
Hardisk
Eksternal

CGM (ISO 8632),
TIFF/EP  (ISO
12234-2), TIFF-
IT (ISO 12639),
TIFF-F (RFC
2306), TIFF-FX
(RFC 3949)

Hardisk
Eksternal
dengan Hash
Function/Code

11.

Earth Modelling

CD-R
Tape

DVD-R,
magnetik
(LTO versi
terbaru atau
minimum 2 versi
dibawahnya),
Hardisk
Eksternal

CGM (ISO 8632),
TIFF/EP  (ISO
12234-2), TIFF-
IT (ISO 12639),
TIFF-F (RFC
2306), TIFF-FX
(RFC 3949)

Hardisk
Eksternal
dengan Hash
Function/Code

12.

SLAR,
Geologi

SAR, ALF,

Topografi,

DVD, Tape
magnetic (LTO
versi terbaru atau
minimum 2 versi
dibawahnya),
Hardisk
Eksternal

SEG-UKOOA,
Unicode

Hardisk
Eksternal

dengan Hash
Function/Code
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No Jenis Data Media Format Baku
Image File (hasil scan dari: | CD-R DVD-R, | TIFF/EP (ISO
Laporan, Peta, Penampang | Tape magnetic | 12234-2), TIFF-
Seismik, Well Log, dll) (LTO versi | [T (ISO 12639),

terbaru atau | TIFF-F (RFC
minimum 2 versi | 2306), TIFF-FX
dibawahnya), (RFC 3949), PDF
Hardisk (ISO. 32000-2),
Eksternal GeoTiff
Hardisk
Eksternal
dengan Hash
Function/Code

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS
BUMI

PERSYARATAN PEMUSNAHAN MEDIA DATA

Media Data dapat dimusnahkan dengan memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1.

Media Data yang Datanya sudah dialihmediakan ke media Data yang lebih

baru, dengan syarat:

a. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;

b. sebelum dilakukan pemusnahan, harus dipastikan bahwa proses alih
media harus menciptakan paling sedikit 2 (dua) duplikat Data di
dalam media yang lebih handal, modern dan mutakhir; dan

c. integritas Data pada kedua duplikat media sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, harus telah melewati proses verifikasi.

Media Data hasil penggandaan (copy data), dengan syarat:

a. merupakan media Data ke-3 (ketiga), ke-4 (empat) dan seterusnya;

b. sebelum dilakukan pemusnahan harus dipastikan terlebih dahulu
bahwa media Data hasil penggandaan ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua)
memuat Data yang sama seperti pada media Data yang akan
dimusnahkan; dan

c. integritas Data pada kedua duplikat media sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, harus telah melewati proses verifikasi.

Media Data yang sudah rusak.

Tindakan pemusnahan media Data dilengkapi dengan berita acara

pemusnahan media Data.
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5. Dalam hal terdapat perubahan atas Persyaratan Pemusnahan Media Data
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal c.q. Pusdatin ESDM.
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